BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penetapan nilai limit di bawah
harga pasar pada lelang eksekusi Pasal 6 UUHT merupakan sebuah perbuatan
melawan hukum apabila terpenuhinya seluruh unsur suatu perbuatan melawan
hukum yakni adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum,
terpenuhinya unsur kesalahan, korban mengalami kerugian, dan terdapat hubungan
kausal antara kesalahan yang dilakukan pelaku dengan kerugian yang dialami
korban. Analisis mengenai adanya perbuatan melawan hukum dalam penetapan
nilai limit di bawah harga pasar pada lelang eksekusi Pasal 6 UUHT menjadi
penting dalam konteks perlindungan hukum yang dapat diperoleh bagi debitur.

Apabila terbukti adanya perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit

dalam lelang eksekusi Pasal 6 UUHT debitur dapat memperoleh perlindungan
hukum antara lain:

1. Menyelesaikan sengketa dengan Lembaga Penyelesaian Sengketa
Alternatif Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), yang merupakan lembaga
yang mungkin dapat membantu menyelesaikan perselisihan tanpa harus
melalui pengadilan formal.

2. Meminta ganti rugi melalui pengadilan dengan mengajukan perkara
perbuatan melawan hukum dengan tujuan pembatalan lelang yang telah
dilakukan.

3. Memperluas kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) dengan mengusulkan meninjau ulang nilai limit yang telah
ditetapkan agar sesuai dengan standar kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan adanya pelanggaran hukum
dalam penetapan nilai limit lelang eksekusi di bawah harga pasar bagi debitur hak
tanggungan. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti perlindungan hukum yang dapat
diberikan kepada debitur dalam situasi semacam itu, termasuk melalui jalur hukum

formil dan proses alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia.
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5.2. Saran

1.

Edukasi dan Kesadaran Hukum:

Mengadakan program edukasi baik bagi pihak debitur maupun pihak yang
terlibat dalam proses penetapan nilai limit lelang eksekusi. Dengan
pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum, dapat
mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hukum.

Peran Lembaga Penyelesaian Sengketa:

Mendorong lebih banyak penggunaan LAPS SJK sebagai alternatif
penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif. Hal ini dapat membantu
mengurangi beban pengadilan formil dan memberikan solusi yang lebih
cepat dalam menyelesaikan sengketa antara debitur dan kreditur.
Peninjauan KPKNL terhadap penetapan nilai limit:

Mendorong perluasan kewenangan terkait kewenangan KPKNL untuk
melakukan peninjauan kembali terhadap nilai limit yang ditetapkan.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa nilai yang ditetapkan sesuai

dengan kepatutan dan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.
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